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1. UMUM

Dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan
abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu
pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh
tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah
sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam
ungkapan bijak “Adat bak Poteumeurhom, Hukum bak Syiah Kuala Qanun bak
Putroe Phang, Reusam bak Laksamana'. Ungkapan itu adalah pencerminan
bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi
masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul. Islam
telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada
ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran
Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat.
Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memberlakukan Syariat
Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu semakin
dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa
Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor
43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa
Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat
Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya Qanun Aceh yang berkaitan dengan
Syariat Islam.

Upaya legislasi Syariat Islam melalui Qanun perlu mendapat 1 (satu)
bentuk hukum induk atau pokok yang menjadi prinsip umum untuk kelahiran
Qanun lainnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam. Karena itu, upaya
legislasi Syariat Islam dalam Qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam
penyusunan setiap Qanun Aceh secara terencana, bertahap, terarah, dan
terpadu serta sistematis, serta harus sesuai dengan Syariat Islam.

Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka
pengaturan tentang Pokok-pokok Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Qanun
Aceh.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)

Syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan dan dapat
diterapkan pada seluruh bidang, seperti fasilitas-fasilitas umum.
Nilai kesyariahan harus diterapkan dalam seluruh bidang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17...



Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Ta’awun” adalah saling menghargai dan
saling kerjasama dalam melakukan kegiatan jasa perekonomian
antara sesama pelaku ekonomi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip hukum
Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lain-lain harta agama” adalah sejumlah
kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, sedekah,
meusara, waqaf, wasiat, warisan, amanah, hibah, harta sitaan
negara dan lain-lain menurut ketentuan syariat yang dikelola atau
menjadi hak badan Baitul Mal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24...



Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
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